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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Terjadinya cerai gugat yang diajukan istri terhadap suamin disebabkan oleh 

kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya secara berulang-ulang dapat 

dijadikan oleh sang istri alasan untuk mengajukan cerai gugat ke 

pengadilan. Pengajuan gugat cerai dapat dilakukan oleh suami maupun istri 

apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melakukan kekerasan. 

2. Peran pengadilan agama dalam meminimalisir cerai gugat maupun cerai 

talak yaitu mendamaikan dan mengakurkan kedua belah pihak dalam setiap 

agenda sidang dengan jalan memberikan nasihat, saran dan petunjuk dalam 

setiap agenda sidang kepada para pihak. Tapi dalam hal ini pengadilan tetap 

menyerahkan hasilnya secara penuh kepada pada pihak. 

 

5.2 Saran 

Adapun yang menjadi saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meminimalisasi terjadinya kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam 

rumah tangga maka sebaiknya pemerintah dan seluruh stage holder yang 

ada lebih bersikap responsif terhadap aksi-aksi kekerasan dalam rumah yang 
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menimbulkan perpecahan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Dan 

khususnya untuk pengadilan agama agar lebih meningkatkan peranannya 

dalam menekan terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh perbuatan 

kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat kasus cerai gugat yang 

diakibatkan oleh KDRT hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan 

sebagaimana data kasus cerai gugat yang diperoleh dari pengadlan agama 

Kota Gorontalo dalam rentan waktu tiga tahun mengalami peningkatan.  

2. Mengingat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan 

sebagai alasan hukum bagi sang istri untuk mengajukan gugatan cerai ke 

pengadilan, sebaikanya para suami yang menjadi pemimpin dalam rumah 

tangga tidak melakukan kekerasan terhadap istri, serta tidak memandang 

istri sebagai manusia yang kedua sebagaimana budaya patrilineal yang 

masih dianut oleh kebanyakan masyarakat indonesia yang memandang 

perempuan sebagai manusia yang kedua dan laki-laki sebagai manusia yang 

pertama. 
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